
 

 
 
 
 

 
KEPALA DESA PAGERTOYO KECAMATAN LIMBANGAN 

KABUPATEN KENDAL 
 

PERATURAN DESA PAGERTOYO 
NOMOR 06 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  

TAHUN ANGGARAN 2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

KEPALA DESA PAGERTOYO, 
 

 

Menimbang  :  a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

adalah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan 

Desa yang dilaksanakan secara terbuka dan 

bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran masyarakat Desa; 

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDesa) Tahun Anggaran 2021 termuat dalam 

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 

yang disusun sesuai dengan kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan 

prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan 

kemandirian sehingga menciptakan landasan 

kuat dalam melaksanakann pemerintahan dan 

pembangunan menuju masyarakat yang adil, 

makmur, dan sejahtera; 



c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/Wali Kota 

dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan 

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa kepada camat atau sebutan lain, 

Camat memutuskan  dengan Surat Keputusan 

Camat Limbangan Nomor : 140 / 27 / 2020 

Tanggal 23 Desember 2020 tentang Evaluasi 

Rancangan Peraturan Desa Pagertoyo, tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2021; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf  a,b dan huruf c  perlu 

menetapkan Peraturan Desa  Pagertoyo tentang 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (RAPBDesa)  menjadi  Peraturan Desa  

Pagertoyo tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDesa)  Tahun Anggaran 2021. 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah 

Tingkat II Kendal dengan Mengubah Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2757); 



2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta 

Lagu Kebangsaan  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5035); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 

tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-

Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15  dari Hal 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa 

Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta; 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 

tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II 

Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

8. Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539)   sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 47 

Tahun  2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5717); 

9. Peraturan  Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan  

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5864); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 5); 

11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang 

Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 178); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 

Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 2091); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 2093); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 2094); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 2036); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 

2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 



Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

611); 

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme 

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 159); 

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Pendampingan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160); 

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 

2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1035);  

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/ 

PMK.70/ 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan  Menteri Keuangan 

50/PMK.07/2017 tentang  (Pengelolaan Transfer 

ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970); 

22. Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 

199/PMK.70/2017 tentang Tata Cara 

Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota 

dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa 



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1884); 

23. Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 

226/PMK.70/2017 tentang Perubahan Rincian 

Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota 

Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971); 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana 

Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1641 ); 

25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan 

Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi 

Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah 

Tahun 2020 Nomor 6); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di 

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Nomor 152); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang 

Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten 

Kendall (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 

Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan 

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2018 Nomor 20 Seri E No. 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193); 



29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten 

Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2016 Nomor 16 Seri E No. 15); 

30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2019 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal 

Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, 

Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi 

Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten 

Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2019 Nomor 30); 

31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Daerah Kabupten Kendal tahun 2020 Nomor 38); 

32. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 01 Tahun 2017 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pagertoyo 

Tahun 2017 Nomor 01); 

33. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 02 Tahun 2018 

tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal 

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di 

Desa Pagertoyo (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 

2018 Nomor 02); 

34. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 03 Tahun 2020 

tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa Tahun 2021-2026 (Lembaran 

Desa Pagertoyo Tahun 2020 Nomor 03); 

35. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 04 Tahun 2020 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pagertoyo 

(Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2020 Nomor 

04); 

 

 



Dengan Kesepakatan  Bersama  

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERTOYO 
dan 

KEPALA DESA PAGERTOYO 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DESA PAGERTOYO TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 
2021 

 
Pasal 1  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan 

rincian sebagai berikut: 

 

1. Pendapatan Desa Rp    1.183.406.841,- 

2. Belanja Desa Rp    1.188.406.841,- 
 

 a.  Bidang Penyelenggaraan Pemerintah 
Desa 

Rp       436.128.286,- 

 
 b.  Bidang Pembangunan Desa Rp       599.663.000,- 

 
 c.  Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp         29.800.000,- 

 
 d.  Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp         20.000.000,- 

 
 e.  Bidang Tak Terduga Rp       103.000.000,- 

3. Penerimaan Pembiayaan  

 a. SILPA Tahun Sebelumnya Rp          5.184.445,-               
,-  

Jumlah Belanja Rp    1.188.591.286,-  
 

 Surplus / Defisit Rp           5.184.445,- 

 
Pasal 2 

 
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa 

ini terdiri dari: 

1. Ringkasan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

2. Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

 

 

 



Pasal 3 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

 

Pasal 4 

Kepala Desa  menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan 

Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. 

 

Pasal 5 

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Agar setiap orang 

dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini  dalam 

Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa. 

 

Ditetapkan di  Pagertoyo  
Pada tanggal 30 Desember 2020 
KEPALA DESA PAGERTOYO 

 
 

               Cap 
                ttd 
 

  SUJARNO 
 

Diundangkan di PAGERTOYO  
Diundangkan di Desa Pagertoyo 
Pada tanggal 31 Desember 2020 

Sekretaris Desa 
 
 
 
 

MUSTAGFIRIN 
 
Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2020 Nomor 6 

 
 
 

 
 
 
 

 



KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD 
DESA PAGERTOYO KECAMATAN LIMBANGAN 

KABUPATEN KENDAL 
 

BERITA  ACARA  
Nomor : 140/24/PGT/2020 

Nomor : 140/18/BPD/2020 

  
TENTANG 

  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2021 
   
Pada hari ini senin tanggal dua puluh delapan bulan desember tahun dua 
ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

  
1. H. SUJARNO. SE : Kepala Desa Pagertoyo dalam hal ini 

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah 

Desa Pagertoyo selanjutnya disebut PIHAK 

PERTAMA 

2. TOTO WIYANTO :   Ketua BPD Pagertoyo 

3. SUTRISNO :   Wakil Ketua BPD Pagertoyo 

4. AGUS DWIYANTO :   Sekretaris BPD Pagertoyo 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas 

nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Desa Pagertoyo selanjutnya disebut PIHAK 

KEDUA 

Menyatakan bahwa : 

 1.  PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 yang 

telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA; 

2. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menetapkan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2021 

menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 

Anggaran 2021 Setelah mendapat Surat Evaluasi Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) dari Camat; 



3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat- 

lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara 

ini. 

 

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah 

pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya 

 

 
KEPALA DESA PAGERTOYO 

 
 
 
 

( H. SUJARNO. SE ) 

KETUA BPD PAGERTOYO 
 
 
 
 

( TOTO WIYANTO ) 
 

WAKIL KETUA BPD 
 

 
 

( SUTRISNO ) 
 

SEKRETARIS BPD 
 
 
 

( AGUS DWIYANTO ) 
 

 


